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DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANJAROYO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
schagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertangpungjawab
untuk sebesar-besarnyva kemakmuran masyarakat
Kalurahan;

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yvang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Kalurahan  berdasarkan  prinsip kebersamaan,
efisensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024,




Mengingat

[#]]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk
Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon
Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan
Nama Kulon Progo:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah lstimewa Yogvakarta;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, scbagaimana ielah diubah
terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2024;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomer 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 11
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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8 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan
Permberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa:
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa BSetiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor B
Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018
tentang Pedoman Penatausahaan  Administrasi
Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyvusunan, Pelaksanaan dan

Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan;
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Peraturan Bupati Kulon Proge Nomor 16 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024,

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023
tentang  Penghasilan dan  Tunjangan  Bagi
Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

Peraturan Desa DBanjaroye Nomor 8 Tahun 2099
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
Banjaroyo Tahun 2022-2027;

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pembangunan Kantor Kalurahan;

Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banjaroyo
Tahun 2024;

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penvertaan Modal Kalurahan Banjaroyo pada
Badan Usaha Milik Desa Banjarovo “Binangun Mitra
Menoreh”;

Peraturan Kalurahan Banjarovo Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun

Anggaran 2024,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO
Dan
LURAH BANJAROYO




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN  KALURAHAN  TENTANG  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAROYQ

TAHUN ANGCGARAN 2024
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjaroyo Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 3.510.202.109.00
2. Belanja Desa Rp 3.374.112.072,00
Surpuls/ Defisit Rp 136.090.037,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 93.909 963,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 230.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-bj Rp (136.090.037,00
Sisa Lebih/(Kurang) Rp 0,00
Perhitungan Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kaluraban ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APB Kalurahn;

Daftar Penyvertaan Modal;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar kegiatan vyang belum dilaksanakan di tahun anggaran

a0 g

sebelumnya.




Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Kalurahan.

Pagal 5

(1) Pemerintah Kalurahan  dapat  melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2] Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3} Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak vyang belum tersedia
anggarannya, vang selanjutnva dmsulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal darn aktivitas pemerintah Kalurahan
dan tidak dapat diprediks: sebelumnya,

b. ndak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal Kalurahan,

Pasal 6
Dalam hal terjadi;
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada
tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan
perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Ralurahan dan
memberitahukannya kepada BPK.




Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan i dalam Lembaran Kalurahan Banjaroyo.

Ditetapkan di : Banjaroyo
22 Desember 2023

undangkan di © Banjaroyo
i 22 Desember 2023

4 -P'I'ﬁf‘i-i:l ra Dewvi

LEMBARAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 8 TAHUN 2023




BERITA ACARA KESEPAKATAN BEERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO
DAN
LURAH BANJAROYO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO)
HAFANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : .28 .. /KB/BPK/.3C2%
NOMOR : . GB...../KB/PK/, 2623

TENTANG

ANGUGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada han ini, 'P-ﬂhi. ...... tanggal hmﬂﬁihs bulan
Hauesdr  tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan
Banjarove dalam Rapar Paripuma Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurshan Banjarove Kapanewon Kalibawang Kabupaten
Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2044

MENJALDY

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
tentang Angearmn Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Demikian Kesepakatan Bersama mi dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Hadan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo

YO NUGROHOWJATI



LARIFERLAR

PERATURAM MALURAHAM BAMIART YD
HOMDR 08 TAHLIN 2023

TEMTAMNG

ANGRARAN PENDARPATAN DA BELARM.IA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN BANJARDYTO

TAHUMN ANGGARAN 2024
Junis APBDes . DRAFT AWAL
mmm com wmm SUMBERDANA
1 2 3 4 5
i PENDAPAT AN
4.1 Pendapaton Asli Dess 120500 [0 00
5] Pendapatan Transdar 33T 588 158, 00
$.3 Pandapatan Lain-Lmm 121053 B50, 00
JUNLAH PENDARPATAN NS00 108,00
8. BELAMJA
i Bidang Penyslenggaran Pemerintahan Desa 1.561.778.841,00
14 Sub Bidarg Penyslenggarasn Belanja PenghasBan Tetap, Tunjangan 1,403 555,440, 00
dan Operasional Pemerintahan Desa
1.0.00 Penpodisen Peyhasilan Tetap dan Turjangan Hapala Desa 54820 BI4.00 | ADD
1107 | 51 Bolanja Pegass 54 B2R.A24,00
1.1.02 Pengedisan Penghesilen Telap don Tumsngan Perangket Desa BEZE11.352.00 | ADD
1182 | 51, Belaria Peagaaal B53511.062 60
1.1.03 Penyediaan Jarminan Sosial bagl Kepaka Desa dan Peranghst Ceaa 45,614, 700,00 | ADOD
1408 | 51 Belards Pegrial 45 514 700,00
1.1:04 Penyiiiaan Operastonal Pemerintah Dess (AT Honoraius PEKPHD dan 258 50 564 () | ADD, DLL, PBH
PP, perdanghanan paricantonan, pak
1104 | 54 Halenia Pegawal 168 A T0.B64 00
1.1.04 | 52 Balanja forang dam ess 129 576 700 .00
1.1.05 Fanyadiaan Turangan BPD 74.200.080,00 | ADD
1.1.08 | 51 Branj P 74 200.000,00
11.08 Penyodisan Operasonal BPD [Rapst-rapes (AT, macar-minum] porisngk 14 C0.0O0U00 | PHEH
apan parkanioran, Pakaian Sermgam
1006 | 532 Epan|a Barang dan Jasa A4 A00. (0, 00
1.1.08 Panyediman O perasional Pamanniah Deaa yang tersumber dan Dana Des 52.353.000,00 | oos
A
1.708 | Bd Helaria Harang dan Jasa 52 %53 {0e], ¥
1. Bub Bidang Barana dan Prasafans Pemerinizhan Dess AE.323,600,00
1.2.01 Penyediaan saran (asel (sLap) perkantoran/pemerniahan 16.323. 600,00 | PEH. 5L7
1,201 | BA Bolanja Modal 16 223 BO0. 0
1.2.02 Famsliharaan Goegung/Prasarana Kantor Desa S0.000. 000 0 || £
1302 | 53 Balan|a Wodal 0000 00, 00
13, Sub Bidang Administras) Kependudukan, Pancatatan Sipll, Statist T.100.000,30
dan Kearsipan
mrM1m ST AR Hihrmaay 1



HOOE
REKENING W """E“n;‘:-"‘ SUMBERDANA
i F 3 4 i

1.3.00 PenpisunanPendalaanPamansiniren Profl Desa | profil kependuduken do 2,350 000,00 | DS
n polensl desal™

300 | B2 HBedanja Barang can Jaga 2350000, 00

1305 Pamataan dan Analisis Kemimkinen Desa secars Parfaipat! 4. 750000,00 | DOS

1.308 | A3 Bulamja Barang dan Jasa o _TE0 MM 00

14 Buh Bidang Tata Praja Pemerintahan, Persnconsen Keuangan dan 50,280.000,00
Pelaporan

1.4.@9 Peryelenpggeraan Musyawarsh Perencanaan Desa/Pembahagan AP Des 5400 000,06 | oos
& (Muddes Lpsrenbargies/Pra-Musrenbang

1401 | 53 Bslanjs Tarang dan Jea £ AL 00,00

1.4.02 Panyeienggarasn Musyesorah Dess ey | misd s ramibog warga dan | A1D0.D0000 | Bhs
pin-lain yang borsifa non-reguler

1402 | 52 Balanja Berang dan Jess £, 100 D00, [k

1.4.03 F'rjl.mnun Diglasmen Femncanasn Diesa [RPAMD R EPDes dan lain-lal 2rAN0 000D | Ohe
f

1403 | 52 Bisania Barang dan Jaosa ZF.330.000,00

1.4 Ok PengelclaanAdministaslinvenbaisssiPaniaien Asel Desa 5.200.000.00 | P8H

TADF | a2 Eelania Barang Far Jasa 5.200,300,00

14.07 Pemusonan Laparan Hepala DesaPenyelenggerzan Pemanniahan Desa( THO000,00 | PEH
laporan ahir tahun snggeran, kapo

1407 | 63 Belarda Barang den Josa TE0000,00

1.4.08 Sengembangan Saiar inlormas Diss 3.500000,00 | Dos

1408 | 52 Buelanje Barang den Jasa A GO0 000 05

1.5 Sub Bidang Pertanahan 54.510,801,00

1.5.0E Arrinieirasi Perianahan (Pendafiaran Tansh den Pemberian Regikiracd Ag &2 5190100 | PEH SUP
#nda Fanananan)

16502 | 52 Belanja Barang dan Jaxs 23280 0. 06

1502 | 53 Helah|a Mo al 29,2359.801.00

15.06 Achrinisties| Pagak Bure dan Bargunan (PRA) 200000000 | PEH

1508 | 57, Belania Boeong dian Jans 2.000.000, 00

2 Bidang Peiakpanapn Pembangunan Desa 151943263008

1. Susb Edgiang Panddin 147 286 580,00

21.0 Penyelergarasn PALDVTETPATRATEOM adrasah Mon-Formal Mille De 11438628000 | DDS
g5 [Hantuan Honor Pengajar Pokeisn

2101 | By Balaria Pagawal 338623000

2107 | B2 Brania Barang dan Jasa 1T 00000, T

2107 Bernbangunan/f ebabites) Fermghslen Sarara Presarana Pemustakaan 3391040000 | DOS
Taman Bacaan Desal Bangpsr Deiais

7407 | 52 Balanja Barang dan Jass 600,000, 00

21.07 | k2 Belenja Modal 32310409

2. Bulb Bidang Mesehaton 5. 0T 4. 2060, B0

Z3.0E Fanysanggarasn Posyandy (Makanan Tambahan, Melas by Hamd, Kelas 334.558.200,00 | DDS
Larmsicn, Ivesendil Koaded Posyandi)

2202 | 52 Bedaiifs Barang dan Jasa 304 538 200,00

22.04 Panpsianggeraan Doaa Sogo Keochaton 5025.000.00 | ODs

[ Briniac by Slakeudas SO ReEEER TR Hatamun F




1 2 3 4 &
2204 | B2 Beanja Barang dan Jasa .025.000, 0
2206 Pprgesuhan Bersama alau Bina Heluarge Baita (BKE) 551000000 | D05
2206 | 52 Beanja Barang dan Joss £.510.00d, 150
22, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penstesn Ruang 855 &H.R060.00
2310 B pmitongunanFohabiBes Peningiowi™ angeranan Jakon Daan * 364,553,400, | ODS
2310 | B2 Selanje Bareng dan Jesa 1 00 D0, D
2310 | B3 Bezrja Mocdal 359 663 400,00
2312 PambangunanHshahiliasi PeningkatonPengerasan Jaian Lissha Tam ™ AnA.5%4.800,00 | DOS
2312 | 532 delangs Bareng dar Jasa 53000000, 00
2312 | a3 Bolargs Mocdal 154 254 800,00
2314 PembangunanfehaniiiasiPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Goong-go 241 (90.600,00 | oos, FAP
g, Seloken B Slah Cubet,
2314 | &3 Bealania Meadal 241503 600 00
Z4, Sub Bidang Kawasan Permukiman 12.051.950,00
2409 Dukungan pelsksansgan progrem PembangunanRehsb Rumah Tidak Layn 120653 860,00 | DLl
k Hupd {RTLH) GAKIM (pemalzan valdas
24 | &3 Aalmnja Modal 12.053.950,0d
28 Sub Bidang Pariwisata 58.207.000,00
ZA03 Fangembangan Pariwisaia Tingkst Desa 56.207.000,00 | DoS
2803 | &2 Bean|s Sarang dan Jasa 58, 207 000, DA
2 Bidung Pernbinagn Kemasyarakalan ER5515.000.00
A Hub Bldarg Metenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan 4069500000
M asyarakat
3102 Penguatan dan Peangialtan Kapssiiae Tersgs Kssmanan/ieteriban oiel 16,5145.000.00 | ODS. PEH
Pomenniah Desa (Safmms desa)
31102 | g2 Bdarja Barang dan Jasa 18.61 5.000,00
3103 Koordnasi Peinbinsan Kalemiraman Kolertiban dan Peladungan Masyarok B.200.000,07 | ODE
ol (dengan masyarakalintiang [
31403 | 52 Hnarj Barang dan Jaga i L ey L N
2105 Penyedinan Pos Kesiapsiagasn Bencens Siala Lokal Desa 13.850.000,00 | ODE
3105 | 52 Baarja Barang dan Jana 15 RA0. DO, 00
a3, Eub Bidang Kebudeyaan dan Keaagarnaan 125.050.000,00
azm Pasmbingan Group Kesenian don Ksbudayaan Tinglkal Dees 117 750.000,00 | O
32 | 52 Balanjs Barang dan Jasa 1%7.750,000,00
3203 Payelonggaraan Festival Kesonian AdatMebudayaan dan Kaagamaan (b T.300.000 .00 | DDS
argyaan han kamardekaan han besa
3203 | 52 Belmnjs Barang dan Jeas 7.300.000,00
- 5.8 Sulb Bidang Kepemuadaan dan Olah Raga T.630.000,00
23,01 Panginman Kontngen Kepemudsan dan Olsh Rage sebagal Wkl Desa di 4 Th0 G600 | SO0
ting<al Kecamatan dan Kabupaten!
330% | 52 Balanjn Barang dan Jasa & TH 000,00
1908 Pambinasn Karang Tauna®ub Kepemudsandihls Olah raga Z28E0.000,00 | DDhs
3206 | 53 Belanja Barang dee Jesa 2A80.000,00
[ Foeiod by Esbeuiis  GERIRlEEEE R Hatarman 3




R ALAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKEMNING {Rp)
1 Fa a d 5
14 Suly Brdang Kelembagaan Masyarakal S 240000, 0
1402 Pembinaan LEMWOLPMILFND 10.700.000,00 | DDS
3402 | BS Enlangn Baranyg dan Jons 10,900 060, 50
34403 Pembirsan PR 12.650.000,00 | DDS
d403 | 52 Bplangs Bararg dan Jasa 1.2 G500, DR
A 04 Felatiban Pembnaan Lembaga Kemns yerscalzn E0490.000,00 | DDS
1404 | EZ Belnngs Barang dan Jags 28 450 DaHG, 00
- 4 Bidang Pemberdayasn Masyarakst £0.830.000.00
4.1, Sulb Bidang Pertanian dan Petemakan 20.040.000, 60
4205 PasiifhanTirdskiPanganal an Tekralog Teih! Gons gnhik Partan s et M.0A0 KL | DDS
nakan **
4200 | 532 Beelangs Bararg den Joasa S0 DA 0L D, D
4.3, Sub Bidsng Peningkatan Kapasitas Apargiur Dess 2050000, 60
43,02 Beningkatan kapesitas Peranghat Desa L030.000,00 | P
4302 | 82, Belanjs Bararyg dan Jasa 2 030,000, 00
4, Sub: Bidang Pamberdaysan Perempisn Perlndungsn Anak dan 680,000, 00
Habuarga
4401 Pelafiban = yuluhan Pembedayasn Perermpuan B.580.000,00 | BGS
4401 | B2 Bolargs Barang dan Jasa £ AR (a0, 0
2 Bigang Penanggulangan Bencana, Darural, dan Mendesak Desa o 091,00
&1, Sulb Bidang Penanggulangan Bencana 18634601, 0O
5100 mew Haoncans 18804 BO1,00 AOD, DOE PEM
5100 | B4 Belargn Tidek Tenduga TEA3E 60 (0
53 Bub Bidang Keadaan Darurat 5,000 D00, X0
5200 Feaiman [avral S.F00E.00 | DDS
5200 | B4 Bialarda Tidak Terduga & 00, 04, 4
3. Buly Bidang Headaan Mendesa 14,400,000, 00
5.3.00 Hpadman Mendosak 14.400.000.00 | Dos
300 | B4 inlarjn Tidak Terdugs 14 S0 DN e
JUMLAH BELANJA 3.374.912.072,00
SURPLUS | [DEFISIT) 136090037 00
L 8 FEM DAY A AN
Ef. Pprpnmaan Pembiayaan 33.508.963. 00
63 Pargedsaran Poembilayaan 230 0 T e
PEMBIAY ALK NETTO (136,090,037 00}

I 4 24 51520 A
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG

k| .
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L

Alama : JI. Semtelo-Kiangon Km i2, Kakbasang, Kulon Progo Telp : (0274) 2821192
Wabsite | hitps:Mkallbaweng Kulonprogokab go.d, Email ; kal| ulo okah.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
KABUPATEN KULONPROGO
Nomor: 84/ KPTS | XII / 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWDN
KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU KALIBAWANG

banwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Pergturan Bupati Namaor
103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Frogo Momor 16 Tahun 20135 tentang Froduk Hukum Di Desa, Panewu
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan
Kepulusan Panawu,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
hured b, peru menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalbawang Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Namor 15 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 18 Tahun 1851,

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor & Tahun 2023 tentan Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Uindang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-
Lindang;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerntahan Daerah
sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentan Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1850 tentang Penetapan Mulai
Berakunya Undang-undang Tahun 1950 Momor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal
Pembantukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah izstimewa Jogjakaria;

Peraturan Pemedntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomar 11 Tahun 2021 tentang Badan
Isaha Miiik Desa,



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Momor 18 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Di Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomar 14 Tahun 2016 temtang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Momor 12 Tahun
2021;

8. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Di Desa;

10, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan,

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan,

12, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu sebagaimana teiah diubah
terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022;

13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi
Sistem Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

FERTAMA Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Anggaran
Pandanatan dan Balania Kalurahan Tahun Angoaran 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

KEDUA * Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan apar melakukan
penyempumasan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan
Banjaroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) han kerja
terhitung sejak diterimanya keputusan ini

KETIGA © Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di - Kalibawang

' 11 Desember 2023

Tembusan disampaikan kepada Yth..

1. Inspektur Dasrah Kabupaten Kulon Progo.
2, Kepala Dinas Pembardayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kulon Progo.




LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG

NOMOR : 84 /| KPTS [ XIl 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAMN KALURAHAN
BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN [AN BELANJA KALURAHAM TAHUN ANGGARAN
2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYTO KAPANEWON KALIBAWANG TENTAMNG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Mo, Aspel/ Komponen Periksa : I-I,::-;Eﬂm_::;iz Alat Verifikasi Keterangan —I
M AapnhAdmlnls’erasa dan Legalitas ¥ —
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah y |
~ diterima dari salurahan secara lengkap = P — P
1.2  Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang epulusan hasil Musyawarah BPKal Berdasiarkan aturan, 3 har setelah

APB Kalurahan atav Rancangan Perkal antang Pembahasan dan disepakati bersama. Perkal tentang

tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan X enyépakatan Perial tentang APBKal harus diajuk:an kepada

tapat waktu PBral'Perubahan APBKal atau Bupat

eritas Acara Kesepakatan Bersama atau panewu untuk dievaluasi

antara BPKal dan Lurah _

1.3 Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan epulusan hasil Musyawarah BPKal
Perkal tentang AFBKalurahan/ Rancangan 'emtiahasan dan Penyepakatan
Perkal tentang Perubaham APBKalurahan erkil tentang APBKal/Perubahan

PBkal atau Berita Acara

esepakatan Bersama antara B PKal

an Lurah

Rﬂﬁimhﬁlan ﬁéﬁﬁéiﬁﬁﬁ?ﬁfﬁﬁﬁfﬁﬁﬁgﬂ dan fﬂgalita::
Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024 telah memenuhl aspek admiristrasi dan legalitas.

Lo R . . T



2 Aspek Kebijakan dan Strukiur APBKal/Perubahan APBKal

21 |Umum

2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang
APBKal/Perubahan APB Kalurahan disusun
berdasarkan REPKalurahan/RKPKalurahan
Parubahan tahun berkenaan

Peraturan Kalurahan tentang RKP
Kalurahan tahun 2022

2.1.2 |Apakah pesnempatan Pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.2  Pendapatan
2. 2.1 |Apakah estimasi pendapatan rasional dan
Realistis

222 |Apekah estimasi pendapatan Kalurahan yang
barsumber dari Pendapatan Asli Kalurahan
imai:lnﬂl dan realistis, serta didapatkan secara
legal dan telah diatur dalam

Peraturan Kalurahan

Peraturan Kalurahan tentang
iPanquulaan Kekayaan Kalurahan

223 Apakah estimasi pendapasan Kalurahan yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan
realistis

2.3  Belanja

e e ee——

2 3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah sesuaij
F&ngan parafuran Perundang- undangan

232 Semua kegistan Belanja Kalurahan telah
esuai dengan Kewenangan Kalurahan

2 3.3 |Apakah ada program / kegiatan yang
dilakukan lebih dan 1 (satu) tahun
|nggaran (multiyears)

Peraturan Bupatl Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2013 tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Eerskala Desa

Tidak ada program / kegiatan yang
dilaksanakan lebih darn 1 (satu)
tahun anggaran (multiyears)




2.3.4

Apakah belanja Kalurahan yang ditetapxan

dalam APB Kalurahan paling banyak 30%

dipergunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan lurah
dan pamong kalurahan;

2. Tunjangan BPKal

3.  Operasional BPKal.

Tunjangan & Operasional BPKal
mencapai 31,62 %

lesaran belanja  kalurahan  untu
enghasilan tetap dan tunjanga
urah dan pamong kalurahan,

Siltap, tunjangan dan operasional lurah,
pamong kalurahan dan dan Perangkat
Kalurahan sesual yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati.

Peraturan Bupat No. 61 Tahun 2019
Tentang Penghasilan, Tunjangan dars
Penghargaan Purna Tugas Bagi

Aparatur Penyelengga
Pemenntahan kalurahan.

2. 3.6

237

Besaran Tunjangan dan Uﬁ-umsinnal untuk
Anggota BPD dianggarkan sesuai yang
ditetapkan dalam peraturan Bupab

|

lokasi belanja dengan output yang akan
ihasilkan logis karena telah
emperhitungkan tingkat kemahalan dan
rafis (Standar Harga)

2.4

Pambiayaaﬁ '

2.4.1

pakah penempatan pos Pembiayaan telah
sual dengan peraturan Perundang-
ndangan -

Kepuiusan ﬁupaﬁ Kulon Progo No.
424/A/2019 Tentang Besaran
Penghargaan Purna Tugas Luran dan |
Pamang Kalurahar, Tunjangan
Anggota Badan Permusyawaratan
Kalurahan dan Honorarium Unsur
Fembantu Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan.

EPnrll:uran Bupati No. 43 Tahun 2023
Tentang Standar Harga Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2024

242

kah ada pos pengeluaran pembiayaan
ntuk pembentukan Dana Cadangan

a pos pengeluaran pembiayaan umuk
mbentukan dana cadangan di
nggaran pendapatan dan belanja
urahan tahun 2024 sebeasar Rp.
180.000.000,0:0




243 WWpakah Pembentukan Dana Cadangan telah : Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun Fﬁiﬁhrﬁﬁﬂﬁ"ﬁrﬁﬁiﬁﬁﬁﬁukﬂn dana

ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan % 2022 tentang Pembentukan Dana cadangan di Anggaran Pendapatan Dan
C-adangan Pembangunan Kantor anja Kalurahan Tahun 2024
| Kalurahan o
244 |Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan ' Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun ‘enyeraan Modal pada tahun 2024
untuk penyertaan modal pada BUMDeas 2023 temtang Penyertaan Modal besar Rp. 50.000.000,00
X Kalurahan Banjaroyo pada Badan Usaha
ilik Desa Banjaroye * Binangun Mitra
| Menoreh" _ =
245 |Apakah penyertaan modal pada BUMDes, | ' eraturan Kalurahan tentang
ah sesuai dengan peraturan perundang- embentukan BUMDes dan hasil
| ndangan dan ditetapkan melalui Peraturan X nalisa kelayakan usaha
lurahan dan memenuhi nifal kelayakan
| sahs

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan ;

1.

ancangan Peraturan Kalurahan BEanjeroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
24 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebiakan dan Struktur APB Kalurahan karena :

Pada konsideran Mengingat, aturan belum sesuai dengan penulisan peraturan perundang-undangan untuk diubah yaitu, angka 37 dan angka 38 yang
barbunyi;
37. Keputusan Bupati Kulon Progo Momar 337/C/2022 tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana
Pengelola Kevangan Kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan,
38. <eputusan Bupatl Kulon Progo Momor 228/(/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Uisia Dini dalam
Kewenangan Kalurahan;
Pada konsideran Mengingat, aturan yang ‘elah mengaiami perubahan untuk diubah ysitu pada angka 3, angka 4, dan angka 5 yang berbunyi:
3. Undang-Undang Momar & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2023 tentan
Penatapan Perasturan Pengganti Undang-Undang Momar 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Uncang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentan Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 mengadi Undang-Undang
5. Paraturan Pemerintah Pengganti Lindang-Undang Momor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keusangan untuk
Fenanganan Pandemi Corona Virus Disease 2018 {COVID-18) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/alau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Feraturan Perpajakan




3. Pada konsideran Mengingat ditambahkan angka baru dan diletakan sesua dangan hierarki penulisan peraturan pamn&ang—undangan yaity |
Undang-Undang Nomar 18 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,

4. Pada Rekening Pendapatan untuk ditambahkan pendapatan yang berasal dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yailu:

a. Bagi hasil dari penyertaan modal kalurahan, dimasukan dalam Pendapatan Asli Kalurahan - Hasil Badan Usaha Milix Kalurahan Bersama (Kode
Rekening 4.1.1.80)

b. Bagi hasil darl modal bersama masyarakat yang dikelola oleh Kalurahan, dimasuken dalam Pendapatan Lain-lain- Penerimaan dar Hasil
Kerjasama Antar Kalurahan (Kode Rekening 4 3.1.01)

5. Besaran belanja kalurghan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Dan Pamong Kalurahan, Tunjangan, dan Uperasional BPKal melebih
alokasi maksimal 30 % yaitu mancapai 31,62 %. Kami merekomendasikan Kalurahan agar melakukan rekomposisi anggaran dan / atau melakukan
inovasifintensifikasi kegiatan yang dapal meningkatkan pendapatan asli kalurahan sehingpa di masa mendatang komposisi belanja lersabut tidak
metebihi 30%

6. Untuk
a. Kegatan 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/FPengerasan Jalan Desa,

b. Kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Uisana Tani.
c. Kegiatan 2. 4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;

kami merekomendasikan uniuk menambahkan keterangan tentang volume pekeraan uniuk rabat beton, pembangunan talud, dan pembangunan
drainase dan memperhatikan kelentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Perhitungan Bahan Kontruksi Tahun 2016 dalam penganggaran belanga
material kegiatan dan paiaks.anaan kegiatan,

HNIP. 19770628 195512 1001




